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ABSTRAK

Banyak faktor terjadinya kejahatan tindak pidana korupsi di Kota Batam, ini
disebabkan banyaknya kebutuhan ekonomi, keluarga dan pengaruh lingkungan
sekitar. Karena faktor-faktor itulah membuat pelaku melakukan kejahatannya. Dari
latar belakang tersebut, penulis mengangkat judul “Kewenangan Penyidik Polri
Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Polresta Barelang Kota
Batam). Adapun perumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana kewenangan
penyidik Polri terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang
nomor 20 tahun 2001 di Kota Batam dan Bagaimana kendala-kendala apa saja yang
dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi
diwilayah hukum Polresta Barelang. Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis
menggunakan metode yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data lapangan dan data kepustakaan. Analisis data yang
diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan
secara deskriptif, dari hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik
kesimpulan secara deduktif. Dalam melakukan penanggulangan tindak pidana
korupsi diwilayah hukum Polresta Barelang menggunakan dua kebijakan yaitu:
Represif dan Preventif yaitu penyelidikan, penangkapan dan penyidikan, serta
patrol memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Saran penulis bahwa
dalam penanggulangan tindak pidana korupsi harus kedepannya upaya preventif
agar kejahtan tersebut dapat ditekan dan di imbangi dengan tindakan represif.
Kesimpulannya kewenangan penyidik Polri dalam pemberantasan tindak pidana
korupsi di Kota Batam khususnya di wilayah hukum Polresta Barelang telah
diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Polresta Barelang akan tetapi
tidak efektif, karena masih ada beberapa kendala dalam penerapan sanksinya
terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Kata Kkunci: Kewenangan Penyidik, Penyidikan dalam Tindak Pidana
Korupsi.



ABSTRACT

Many factors off the crime corruption in Batam City, this is due to the many
economic needs, families and the influence off the surrounding environment.
Because these factors make the perpetrators commit crimes. From this background,
the author raised the title “The Authority of Police Investigators in the Eradication
of Corruption Crimes According to Law Number 20 Year 2001 Concerning
Corruption Crimes (Study of Batam City Barelang Police). The formulation of the
problem raised is how the authority of police investigators towards perpetratos of
Corruption according to Law Number 20 of 2001 in Batam City and what are the
obstacles faced by investigators in carrying out investigations of corruption in the
Jjurisdiction of the Barelang Police. To answer the above problem, the writer uses
empirical juridical methods. Data sources used in this study are field data and
library data. Analysis of the data abtained wa carried out by means of qualitative
analysis, namely the analysis carried out descriptively, from the results of the

analysis continued by drawing conclusions deductively.

Keywords: Authority of Investigators, Investigations in Corrupti
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